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INTISARI

Tesis ini dengan permasalahan apakah implementasi sistem self assessment
dalam UU No. 21 Th. 1997 jo.UU No. 20 Th.2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dapat memberikan kepastian hukum bagi
petugas pajak maupun wajib pajak, dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman dalam mengatasi
under assessment / mark down yang dilakukan wajib pajak, serta apakah dengan
sistem self assessment dalam UU No. 21 Th. 1997 jo.UU No. 20 Th.2000 tentang
BPHTB telah dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi system seif
assessment pada UU BPHTB sudah dapat memberikan kepastian hukum bagi
petugas pajak, wajib pajak maupun pejabat terkait khususnya di Kabupaten Sleman,
juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPPBB Kabupaten Sleman
dalam mengatasi under assessment, serta untuk mengetahui apakah sistem self
assessment dalam UU BPHTB telah dapat meningkatkan pendapatan daerah di
Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu
penelitian hukum yang dilakukan secara lanhsung dari responden dan atau nara
sumber dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya, kemudian
dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir
dengan melakukan penalaran hukum melalui serangkaian kegiatan untuk
mengetahui peraturan yang bersifat umum maupun ketentuan-ketentuan yang
bersifat khusus.

Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi system self assessment dalam
UU No. 21 Th. 1997 Jo. UU No. 20 Th. 2000 tentang BPHTB masth kurang dapat
memberikan kepastian hukum, karena masih banyak terjadi pengecilan dalam
penghitungan dan pembayaran pajak (under assessment) oleh wajib pajak.
Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh KP PBB dalam mengatasi under assessment
adalah : 1). Melakukan penagihan terhadap pajak kurang bayar dengan menerbitkan
SKBKB. 2). Dalam hal-hal tertentu, maka atas permohonan wajib pajak, KP PBB
dapat memberikan pengurangan pembayaran pajak. 3). Meningkatkan tertib laporan
dari PPAT, Pejabat lelang maupun Pejabat Pertanahan dan menerapkan sanksi
secara tegas terhadap pejabat yang tidak memenuhi ketentuan. 4). KP PBB
melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah pajak BPHTB. Dari
penelitian dapat diketahui juga bahwa penerimaan pajak BPHTB yang menerapkan
system self assessment telah dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten
Sleman walaupun belum maksimal hasilnya

Kata kunci : 1). Sistem self assessment. 2). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. 3). Peningkatan pendapatan daerah.
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ABSTRACT

Problem of this thesis are whether the implementation of self assessment
system within the 1997 Act No. 21 Jo the 2000 Act No. 20 on the Income Toll of
Right on Land and Building has already able to give legal assurance both for tax
officers and tax obligators. The thesis also viewed what efforts are conducted by
the Tax Service Office of Land and Building of Sleman Regency in overcoming
under assessment/mark down done by tax obligators, and also by self assessment
system within the 1997 Act No 21 Jo the 2000 Act No 20 on the Income Toll of
Right on Land and Building capable to increase regional income in Sleman
Regency.

This research aimed at understanding whether the implementation of self’
assessment system on the Income Toll of Right on Land and Building Act has
given legal assurance for tax officers, tax obligators, and related officers
especially in Sleman Regency. It also aims to understand efforts done by the Tax
Service Office of land and Building of Sleman Regency in solving wunder
assessment, and also to understand whether self assessment system within the
Income Toll of Right on Land and Building Act has increased regional income in
Sleman Regency. :

The research were conducted with legal empirical research type, that was
a legal investigation performed directly out of respondents and/or informants by
using primary data as its main data sources. Then, the data was analyzed using
deductive reasoning method that was a way of logic by doing legal reasoning
through series of activity to understand general regulations and particular facts.

The research found out that the implementation of self assessment system
within the 1997 Act No 21 Jo the 2000 Act No 20 on the Income Toll of Right on
Land and Building remained less able to provide legal assurance, due to there
were still many underestimation in tax calculation and payment (under
assessment) by tax obligators. Further, the efforts done by the Tax Service Office
of Land and Building in overcoming under assessment were as follow: 1).
Implementing a claim toward debt tax by issuing the Income Toll Assessment of
Right over Unpaid Land and Building. 2). In certain cases, upon tax obligators’
request, the Tax Service Office of Land and Building can provide the reduction of
tax payment. 3). Increasing the orderly reports from the Land Official Document
Legislator Officer, both Auction Officers and Land Affairs Officers and applies
strict sanction to the officers who do not meet the terms. 4). The Tax Service
Office of Land and Building does inform to the community about the Income Toll
of Right on Land and Building tax issue. Out of the research, it could be known
that the acceptance of the Income Toll of Right on Land and Building taxes
implementing self assessment system has already increased regional income in
Sleman Regency though the yield has not as maximum as possible yet.

Keywords: 1) self-assessment system, 2) the Income Toll of Right on Land and
Building, 3) increasing regional income.
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